
 
 
 
 

BUPATI BALANGAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI BALANGAN 

NOMOR 52 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN 

BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BALANGAN, 

 
Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Dalam Pasal 77 

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan 
bahwa Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan 
Peraturan Kepala Daerah; 

 
   b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap jenjang nilai 

pengadaan barang/jasa berdasarkan perkembangan 
kebutuhan pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan 
sebagai Badan Layanan Umum Daerah Balangan perlu 
dilakukan perubahan; 

 
   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenjang 
Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 
Balangan di Kabupaten Balangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

 
   2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

 
   3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 

SALINAN 
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
   4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

 
   5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan/atau Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018  tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa 
Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 2 1  Nomor 63); 

 
   6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

 
   7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 
2021 Nomor 2); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2021 
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
BALANGAN. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan (Berita Daerah Kabupaten 
Balangan Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 3 

 
(1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. 
 

(2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Balangan diberikan 
fleksibelitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari 
ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa 
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat 
alasan efektifitas dan/atau efisiensi. 

 

(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut : 

a. pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai tak terhingga pada 
prinsipnya dilakukan dengan metode tender; 

b. pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai 
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat 
dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia 
barang/jasa yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan; 

c. jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan 
langsung kepada penyedia jasa yang ditunjuk oleh pejabat 
pengadaan; 

d. penunjukan langsung dengan nilai sesuai dengan kebutuhan 
dan hanya dalam keadaan tertentu dan khusus sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

 
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 4 

 
(1) Ruang lingkup pedoman pengadaan barang/jasa ini berlaku untuk 

pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan 
batasan nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-(satu 
milyar rupiah) dan pengadaan barang/jasa konsultansi sampai 
dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).  

 
(2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Balangan yang 

bersumber dari APBN dan APBD dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan 
barang/jasa Pemerintah. 

 
 
 

(3) Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa ini hanya untuk 
pengadaan barang dan/atau jasa yang pendanaannya berasal dari 
anggaran pendapatan BLUD RSUD Balangan yang bersumber dari: 

a. pendapatan jasa layanan/operasional; 
b. hibah tidak terikat; 
c. hasil kerjasama operasional (KSO) dengan pihak lain; dan 
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 
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(4) Pengadaan barang / jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, 
efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, 
akuntabel dan praktek bisnis yang sehat. 

 
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 
 

(1) Pemilihan Peyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya 
diakukan terdiri atas : 

a. E-Purchasing; 
b. pengadaan langsung; 
c. penunjukkan langsung; 
d. tender cepat; dan 
e. tender. 
 

(2) E-Purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 
sebagaimana tercantum dalam katalog elektronik. 

 

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 
dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 
yang bernilai paling tinggi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dan 
untuk jasa Konsultansi bernilai paling tinggi Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

 

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dilaksanakan  untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 
dalam keadaan : 

a. keadaan tertentu, yang meliputi : 

1. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya 
segera/tidak dapat ditunda untuk 
keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk : 

a) akibat bencana alam dan /atau bencana non alam 
dan/atau bencana sosial; 

b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau 
c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat 

menghentikan kegiatan pelayanan publik. 
 

2. barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan 
oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau 
pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, 
atau pihak yang menjadi pemegang pelelangan untuk 
mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah. 

 

b. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang 
meliputi : 

1. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan 
Pemerintah; 

2. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat 
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan 
hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu; 

3. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi 
dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi 
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untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan 
masyarakat. 
 

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan 
sistem Konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko 
kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat 
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.  

 

(5) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dilaksanakan dalam hal : 

a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara 
rinci; dan 

b. pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja 
Penyedia (SIKAP) LKPP. 

 

(6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan 
dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia 
sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. 
 

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7 
 

Khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa yang perlu cepat seperti obat-
obatan, alat/bahan medis habis pakai, gas medis, bahan laboratorium, 
pemeliharaan alat medis dan penunjang medis dapat dilaksanakan 
melalui pengadaan langsung meskipun nilainya diatas                       
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan bentuk kontrak 
berupa kuitansi/surat pesanan.  

 
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9 
 

(1) Pelaksanaan E-Purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (2) dilaksanakan oleh: 

a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak                       
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan 

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nilai paling sedikit 
diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 

  

(2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 
dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. 

 
 

(3) Pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan oleh : 

a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak                       
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan 

b. Pokja Pemilihan untuk nilai paling sedikit diatas                       
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 
(4) Pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia, pelaksanaan 

persiapan dan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik, serta 
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menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode 
pemilihan : 

a. tender/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu 
Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar 
rupiah); dan 

b. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak               
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dilaksanakan oleh 
Pokja Pemilihan. 

 

(5) Untuk Pengadaan diatas nilai Pagu Anggaran Rp 100.000.000.000,- 
(seratus milyar rupiah) untuk Tender/Penunjukan Langsung untuk 
paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan 
diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk 
Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi ditetapkan oleh Direktur RSUD Balangan. 

 
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 10 

 
(1) Bentuk kontrak terdiri dari : 

a. bukti pembelian/pembayaran; 
b. kuitansi; 
c. surat perintah kerja (SPK); 
d. surat perjanjian (SP); dan 
e. surat pesanan. 
 

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan 
nilai paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 

 
(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan 

untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak 
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk 
pengadaan yang cepat dan pemeliharaan. 

 
(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk 

pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 
500.000.000 (lima ratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa 
lainnya dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,- 
(satu milyar rupiah) dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan 
nilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

 
(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa 
lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu 
milyar rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai paling 
sedikit diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 

 

(6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing 
atau pembelian melalui toko daring/pembelian secara online. 



7 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

  

KABAG. HUKUM SETDA 

KABUPATEN BALANGAN 

 

 

 

 

MUHAMMAD ROJI, SH 

NIP. 19830710 201001 1 020 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Balangan. 

 
 

Ditetapkan di Paringin 
pada tanggal  17 Mei 2022 
 
BUPATI  BALANGAN, 

 
 

         ttd 

 
 H. ABDUL HADI 

 
 
Diundangkan di Paringin 
pada tanggal  17 Mei 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BALANGAN,  
 
 
       ttd 
 
 
H.SUTIKNO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 52 
 

 


